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ABSTRAK 

 

DION SOEKARNA. NPM.18810549. 2022.TINJAUAN HUKUM TENTANG 

PERLINDUNGAN KORBAN PERAMPASAN YANG DILAKUKAN OLEH  DEBT 

COLLECTOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA. Skripsi. Fakultas 

Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Pembimbing I 

Nasrullah, S.H.I., M.H. Pembimbing II M. Rosyid Ridho, S.H.I., M.H. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap 

korban perampasan oleh debt collector dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan untuk 

mengetahui bentuk tanggung jawab pidana terhadap debt collector yang melakukan 

perampasan ditinjau dari sistem peradilan pidana Indonesia. Jenis penelitian dalam penulisan 

skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan 

yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang 

berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan 

berlaku. Hasil penelitian Prinsip kerja debt collector adalah bekerja berdasarkan kuasa dari 

kreditur dalam penagihan hutang. Pasal 1792 KUHPerdata. Hal tersebut mengartikan bahwa 

debt collector sebagai pihak ketiga bekerja atas kuasa dari kreditor yang bersangkutan dalam 

hal penagihan hutang. Bentuk Perlindungan hukum Preventif bagi konsumen terdapat dalam 

UUPK dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, 

selain itu dalam UUPK diatur pula mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan 

pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Selanjutnya 

Perlindungan Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, 

dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan 

suatu pelanggaran. Mengenai perlindungan hukum represif bagi pihak konsumen dan pelaku 

usaha telah diatur dalam Pasal 45 UUPK yang menyatakan. Tindakan menyita paksa barang 

oleh kreditur dan debt collectornya adalah pelanggaran hukum maka tindakan itu dapat 

berindikasi tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yaitu 

mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain secara melawan hukum. 

Tidak ada satupun didalam perundang-undangan yang melarang seseorang menjadi penagih 

hutang. Namun kecenderungan yang terjadi sekarang adalah bahwa dalam prakteknya sering 

terjadi pelanggaran - pelanggaran hukum yang memaksa penyelesaiannya di meja 

persidangan. Seperti melakukan ancaman, tekanan, dan kekerasan baik fisik maupun psikis 

yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Tindakan debt collector yang merampas 

kendaraan bermotor tersebut tentunya sudah menyalahi aturan khususnya pada Pasal 365 

KUHP diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.  
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